
BAB IV  

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan penelitian pada pembahasan di atas pelaksanaan pelayanan 

puskesmas terhadap pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di 

Puskesmas Surantih Kabupaten Pesisir Selatan, maka penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tanggung jawab Puskesmas Surantih Kabupaten Pesisir Selatan dalam 

pelayanan terhadap pasien BPJS Kesehatan yaitu meningkatkan sarana dan 

prasarana pada Puskesmas Surantih Kabupaten Pesisir Selatan, menambah 

jumlah dan meningkatkan kualitas tenaga medis dan non-medis dalam 

pelayanan kesehatan Puskesmas Surantih terhadap pasien BPJS dan non-

BPJS, tidak membeda-bedakan pelayanan kepada pasien BPJS ketika berobat 

di puskesmas, memberikan pelayanan yang prima, aman dan nyaman. 

Mencari solusi saat ada masalah dengan pasien BPJS, menjaga rahasia 

terhadap pengobatan dan Kesehatan pasien dari hal-hal yang tidak 

bertanggung jawab. 

2. Faktor-faktor menjadi kendala dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi 

peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas Surantih Kabupaten Pesisir Selatan 

yaitu sarana dan prasarana juga tenaga medis yang tidak memadai sehingga 

menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS 

Kesehatan. 

3. Upaya yang Dilakukan untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan di 

Puskesmas Surantih Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Upaya Kesehatan 

Masyarakat (UKM) menjadi tugas utama puskesmas, UKM juga mendorong 



partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam peningkatan kesehatan 

masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Puskesmas Surantih 

Kabupaten Pesisir Selatan melalui UKM Esensial dan UKM Pembangunan. 

B. Saran 

Sebagaimana dari hasil analisa penulis tentang pelaksanaan pelayanan 

puskesmas terhadap pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di 

Puskesmas Surantih Kabupaten Pesisir Selatan, dari penulis ada beberapa saran 

yang diberikan sehubungan dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Tanggung jawab Puskesmas Surantih Kabupaten Pesisir Selatan dalam 

pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan harus ditingkatkan 

lagi dari sebelumnya dalam hal meningkatkan sarana dan prasarana pada 

Puskesmas Surantih Kabupaten Pesisir Selatan, menambah jumlah dan 

meningkatkan kualitas tenaga medis dan non-medis dalam pelayanan 

kesehatan Puskesmas Surantih terhadap pasien BPJS dan non-BPJS. 

2. Perlu untuk mengoptimalkan agar supaya faktor-faktor menjadi kendala 

terjadinya permasalahan dalam pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas 

Surantih Kabupaten Pesisir Selatan  dapat diminimalisasikan. 

3. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas 

Surantih Kabupaten Pesisir Selatan harus terus ditingkatkan Upaya 

Kesehatan Masyarakat (UKM) menjadi tugas utama puskesmas, untuk 

mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam peningkatan 

kesehatan masyarakat melalui UKM Esensial dan UKM Pembangunan.
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